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TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA TAHAPAN

PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN SERENTAK KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Menimbang

Mengingat

a.

[a—

Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan
Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten melakukan Pengawasan
terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak di wilayah
Kabupaten;

Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sumba
Barat Daya pada tanggal 2 Oktober 2024 menetapkan Kelompok Kerja
(Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Serentak
Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf dan c tersebut
perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat
Daya tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu
Negatif Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

UndangNomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
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Menetapkan

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-
Undang;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik;

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Badan Pengawas Pemilithan Umum, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 141);

Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2024
Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan
Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Dalam Pencalonan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil
Wali Kota Tahun 2024.

Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PENUNJUKAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU
NEGATIF PADA TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN
2024



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat
Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural,
Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf
Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu sebagai Kelompok Kerja
(Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Serentak
Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional
Indonesia, Pejabat Kepolisian Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional
Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di
Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai
dengan kedudukannya dalam kelompok kerja (Pokja) dengan rincian
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang kelompok kerja
(Pokja) Pengawasan Terhadap isu-isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan
Serentak Tahun 2024 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentangPenetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan

4. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap isu-isu Negatif Pada
Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan terhitung
sejak bulan Oktober s/d November 2024 dan membuat laporan hasil

pelaksanaan tugas setiap bulannya.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada POK Hibah Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

seperlunya.

Ditetapkandi :Sumba Barat Daya
PadaTanggal : 1 Oktober 2024
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Lampiran I . Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya
Nomor : 015 /HK.01.01/K.NT-17/X/2024

Tanggal : 1 Oktober 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KEDUDUKAN
AMA ABATA
NO N J N DALAM POKJA
PENGARAH
1. | Yeremias Bayoraya Kewuan, SH Ketua Bawaslu Pengarah
Kabupaten Sumba Barat Daya
PENANGGUNG JAWAB
A ta B lu Kabupat

L Sekti Handayani, SH Sl?riiz %ari?gsaia abupatell Penanggungjawab
KETUA

Emanuel Koro, S.Pd Anggota Bawaslu Kabupaten Ketua
1. Sumba Barat Daya
SEKRETARIS

Koordinator Sekretariat B 1

L Yosephin Uly Widyastuti, S.Si Sli)r(:lrbzirll;a(r);t Sayz ariat bawasia Sekretaris
ANGGOTA

I Gusti Putu Suda Adyana, S.H., | Kejaksaan Negeri Sumba Barat
1. Anggota

M.H
2. | Hero Ardi Saputro, S.H., M.H Kejaksaan Negeri Sumba Barat Anggota
3. | I Gusti Bagus Merta Joni Polres Sumba Barat Daya Anggota
4. | Yohanes Fery Polres Sumba Barat Daya Anggota

Badan Kesatuan dan Politik

Ir. H Ate, M.Si A
> t. Herman Gono Ate, M.Si Kabupaten Sumba Barat Daya nggota

Samuel Bili, S.Ap Badan Kesatuan dan Politik
6 Anggota

Kabupaten Sumba Barat Daya

7 Thimotius Umbu, S.Kom

Adriana R. Bela, S.Mn Staf ASN BawasluSumba Barat
8 Anggota

Daya
taf Teknis B | b
9 Novita Missa, SE Staf Teknis Bawaslu Sumba Anggota
Barat Daya

10 | Melkianus Dappa, SH Staf PPPK Balv)v:}s;uSumba Barat Anggota
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